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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negag Yya
penting selain sumber penerimaan lainnya yaitu peaanmmigas
maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupayaa sesas-
menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara se&tor
pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbukanomi suatu
negara karena pertumbuhan ekonomi akan ~meningkatkan pendapata
masyarakat sehingga masyarakat mempunayai kemampuana secar
finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarrg@upgutan pajak,
penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalian surphgk
melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan pexaeni dari
pajak.

Pemerintah beberapa kali telah melakukan reformasiang-
undang perpajakan, terutama pajak penghasilan telahgalaem
reformasi undang-undang dari tahun 1984, tahun 2000, ydang
terakhir tahun 2008. Pada tahun 2010 pemerintah jugabakem
mereformasi UU Pajak Pertambahan Nilai. Selain pemerintah juga
melakukan perubahan peraturan perpajakan dibawah undanmguadar
memudahkan wajib pajak dalam memahami ketentuan dafaangr

undang perpajakan. Reformasi tersebut salah satunyajude untuk



lebih  memudahkan dan menyederhanakan perhitungan pajak, dan
pembebanan pajak yang menyesuaikan dengan kondisb vpajak.
Reformasi dalam perpajakan terus dilakukan pemerigtaty meliputi
perumusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan dan
penyempurnaan administrasi perpajakan yang memudahkayaimeeh

bagi wajib pajak. Perubahan Undang-Undang Pajak tersilakukan
dengan tetap berpegangteguh pada prinsip-prinsip perpajskag
dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan efigien
administrasi dan produktivitas penerimaan Negara Y€esa 2010
dalam Siti Muyassaroh, 2010). Tujuan dan arah penyeaguurundang-
undang pajaktersebut adalah ‘lebih ‘meningkatkan keadilan pangen
pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajaknisnunjang
kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan isivéstegsung

di Indonesia, balk penanaman modal asing maupun peaananodal
dalam negeri dibidang usaha-usaha dan daerah tegangy mendapat
prioritas.

Sistem efektivitas perpajakan menjelaskan mengenai penitaian
vidu atas informasi yang diperolehnya melalui panca inageeagenai kelbre
hasilan sistem perpajakan yang telah diterapkan dalanbenéan kemud-
han kepada wajib pajak (Rantung dan Adi, 20Faktor ini perlu merat
patkan perhatian karena selama ini wajib pajak masih mesepsikan pajak
adalah pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalamnuemaa

karena mereka belum merasakan dampak secaranyata pajakegaga dan



masyarakat, apa lagi ditambah penilaian mereka terhadagasqtajak. &

lain itu masih banyak wajib pajak yang menilai negatihadap petugasap

jak yang terlihat dari rendahnya pelayanan petugas pajak (SupiayaH-
dayati, 2019. Oleh karena itu perlu diterapkan sistem perpajakan yamg ad
perlu efektif supaya terbentuk persepsi yang positif.

Dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sudah membuatyaibgs
mempermudah dalam _mengakses peraturan dan informasi perpajakén
membayar pajak, diantaranya melalui e-banking, e-SPT, délling
Pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman dpardaya.Per
tanggal 28 Agustus 2015, belusemua bank persepsi dapat melayani
pembayaran pajak melalui, internet banking. Sebaghsmya melayani
pembayaran pajak dalam 'mata uang rupiah. Sejak adastgma e-filing
pajak, wajib pajak tak perlu dating dan antri lagi ke KRRRik lapor pajak.
Sepanjang terhubung dengan internet, wajib pajak dapat dari manasaja,
kapan saja. Pelaporan pajak meleui e-SPT daring-fihudah efektif,
peraturan perpajakan dapat diupdete melalui internaik ukémudahan
mencari informasi, dan pendaftaran NPWP dapat dilakuksaialui
internet guna dapat diakses dimana skjanurut Pandiangan (2010:35)
“e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digitaK@ secara
elektronik atau dengan menggunakanedia komputer”. Penerapan e-
SPT ini sejalan dengan semangat DJP dalam mendukungrimiam
dalam mencapai tingkat kerja yang lebih efisien pamerintahan yang

bersih dan transparan. e-SPT menjadi inovasi petaler dalam sistem



pelaporan SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, danMaBa PPN ke
KPP secara elektronik.

Sistem perpajakanadalah dasardalam pemungutarpajak suatu
negara. Sistem perpajakanini memiliki tiga unsur, yaitu hukum pajak
(tax law, kebijakan pajak (tax policy, dan administrasipajak (tax admin-
istration) (Suandy, 2010)Dari ketiga halini, administrasipajak merum-
kan unsur yanglangsungberkenaandenganwajib pajak. Hasil penelitian
Permadi, dkk (2013) dan Ramadiansyah, dkk(2014) mengungkapkan
bahwa efektivitas sistem perpajakan berpengaruhpositif terhadap ke-
mauan membayarpajak. Sebaliknya, Widayati dan Nurlis (20163rtaHar-
diningsih ~dan Yulianawati (2011) mengungkapk&ahwa persepsi atas
efektifitas sistem perpajakantidak  berpengaruhterhadapkemauanmem-

bayar pajak.

Pengetahuardan pemahamantentang peraturanperpajakanada-
lah wajib pajak mengetahuitentang perpajakan dan mengaplikasikan
pengetahuarntersebut untuk membayarpajak (Widayati dan Nurlis, 2010),
Pengetahuan wajib pajak tentang pajak dapat dengan mugkioleh
dari media massa. Faktgrengetahuandan pemahamantentang pajak
perlu mendapatkarmperhatiankarena factor ini akan meningkatkankesa-
daran individu mengenai hak dan kewajiban, sertamanfaat pajak, &-
hingga mendorongindividu bertindak jujur dan berusahamematuhi pe-
raturan perpajakanyang ada (Ancok dalam Fahluzy dan Agustina, 2014).

Hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010),Permadi, dkk (2013), dan



Ramadiansyah, dkk (2014) mengungkapkshwa pengetahuan dapena-
haman tentang peraturan perpajakan berpengaruhpositif terhadap ke-
mauan membayarpajak. Sebaliknyahasil penelitian Hardiningsih dan Yu-
lianawati (2011) mengungkapkamahwa pengetahuandan pemahaman
tentarg peraturanperpajakantidak berpengaruhterhadapkemauanmem-
bayar pajak. Kepemilikan NPWP wajib dimiliki oleh wajib pajak, hak
wajib pajak dapat meminta kepada. pemeriksa pajak uantmkbenikan
surat pemberitahuan pemeriksaan laporan dalam haherjpsaan
dilakukan® dengan jenis pemeriksaan laporan.. Kewajiban jalespa
Sesuai dengan sistem self assessnmaka Wajib Pajak mempunyai
kewajiban —untuk ~mendaftarkan diric ke KPP atau KP2KP gyan
wilayahnya meliputi tempat tinggal ataukedudukan Wajib Pajatkik
diberikan Nomor = Pokok Wajib. Pajak (NPWP). Wajib Paj&kang
Pribadi (WPOP) yang sebagian besar telah menpléadidikan cukup
tinggi, namun memiliki pengetahuan pajak yang tidaklaltu Iluas.
Kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi faktor lainnya sepeaainya
sanksi pajak yang ketat, rumitnya peraturan perpajakamyaknya
asistensi yang dilakukan oleh bagian keuangan ataultenspajak atau
account representativdapat mempermudah pemenuhan perpajakan tanpa

harus mempelajari perpajakan.

Tingkat kepercayaarterhadapsistem pemerintahandan hukum me-
rujuk pada suatu bentuk hubunganpenilaian antar lembaga Negara da-

lam menyelenggarakarkekuasaan-kekuasaan Negauwatuk kepentingan



Negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraarra-
kyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Permadi,dkk.,2013).
Hasil penelitian Scholz dan Cahyonowati, (2011) dan Fahluzy dan Agustina
(2014) mengungkapkarmahwa tingkat kepercayaanterhadap sistem pe-
merintahan dan hukum berpengaruhterhadap kepatulan membayar pa-
jak. Jika masyarakattidak percayapada mekanismepemerintahanmaka
kesadarammembayarpajak juga akanrendah.

Hasil penelitian yangberbeda diungkapkan oleh Permadi, dkk (2013),
yaitu tingkat kepercayaanpada sistem pemerintahandan hukum tidak
berpengaruhterhadap kemauvan membayar pajak. Penelitian ini dikem-
bangkan dari beberapapenelitian yang sudalada, yaitu penelitian W
dayati dan Nurlis (2010),Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Permadi,
dkk (2013), dan Ramadiansyah, dkk (2014). Gap resealarih beberapa
hasil penelitian ini adalah (1) Hardinisingsih dan Yulianawati (20119g-
madi, dkk (2013), Ramadiansyah, dkk (2014) mengungkapkasadaran
membayar pajak berpengaruhterhadap kemauan membayar pajak se-
dangkanWidayati dan Nurlis (2010) mengungkapk&esadaranmembayar
pajak tidak berpengaruhterhadap kemauan membayar pajak; (2) Hasil
penelitian Widyati dan Nurlis (2010), Permadi, dkk (2013), damdrban-
syah, dkk (2014) mengungkapkan pengetahukam pemahamantentang
peraturan perpajakan berpengaruhterhadap kemauan membayar pajak;
sedangkanHardinisingsih dan Yulianawati (2011) mengungkapkaenge-

tahuan dan pemahamantentang peraturanperpajalan tidak berpengaruh



terhadap kemauan membayar pajak; (3) Hasil penelitian Ramadiansyabh,
dkk (2014) mengungkapkarpersepsitentang efektifitas sistem perpajakan
berpengaruhterhadap kemauanmembayarpajak; sedangkanwidyati dan
Nurlis (2010), Hardinisingsih dan Yulianawati (2011)dan Permadi, dkk
(2013) mengungkapkarpersepsitentang efektivitas sistem perpajakanti-
dak berpengaruhterhadapkemauanmembayarpajak; dan (4) Hasilpere-
litian Permadi, dkk (2013) mengungkapkamgkat kepercayaanterhadap
sistem pemerintahandan hukum tidak berpengaruhterhadap kemauan
membayarpajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitrang
berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KEPATUHAN MEMBAY AR PAJAK WAJIB PAJAK?”

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dkamus
permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhkepatuhan
membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan
berpengaruh terhadap kepatutan membayar pajak?
3. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum daaripgahan

berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?



1.3 Tujuan dan Kegunaan Pendlitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan dratas,
ka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitias sistem perpajakan
terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman
peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan terhadsgmsi

hukum dan pemerintahan terhadap kepatuhan membayar pajak.

1.3.2 Kegunaan Pendlitian
Berdasarkan kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti d

bagi kedalam dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegurai# pr

1. Kegunaan Teoritis.
Dari penelitian ini, harapkan dapat menambah wawasamn ba
para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khaisusny
mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga dpl@aa dapat
memberikan gambaran sumbangan pemikiran bagi maslaraka
luas dan dapat digunakan sebagi referensi dan masukan-
masukan serta pedoman bagi pihak yang akan melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai masalalasalah perpajakan
dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan Praktis.



a. Bagi Peneliti.
Untuk memnambah wawasan dan pengalaman serta
pengetahuan mengenai Fakfaktor yang Mempengarubhi
Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak, serta diperolehnya
manfaat dari pengalaman peneliti.

b. Bagi Pembaca.
Sebagai _sumber untuk ~menambah wawasan dan
pengembangan teori perpajakan. khususya tentang kepatuhan
membayar pajak wajib pajak.

c. Bagi PT ANSURANSI EKA LLOYD Jakarta selatan
Sebagai bahan referensi dan pembanding atau dasar penelitian
lebih lanjut berkaitan dengan tema penelitian ini bagi peneliti

lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.





